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MUHAMMAD RICKY 

 

 

ABSTRAK 

 

Tujuan Penelitian ini adalah memberikan solusi dalam pengelolaan kawasan kumuh di 

bantaran sungai kota Banjarmasin yang sudah sejak lama permasalahan ini belum 

tertangani oleh pemerintah Kota Banjarmasin dan Peraturan Daerah Banjarmasin No 

15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai sebagai dasar hukum 

yang diterapkan. Penelitian hukum ini merupakan penelitian normatif yang 

menginventarisir peraturan perundang-undangan dan berbagai teori yang menyangkut 

kawasan kumuh dikaji dengan metode kualitatif. 

Menurut penelitian ini menunjukan bahwa : Pertama Peraturan Daerah Kota 

Banjarmasin No 15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai dan 

berbagai peraturan daerah Banjarmasin lainnya telah mengisyaratkan mengelolaan 

permukiman kumuh di Banjarmasin. Kedua Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No 

15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai telah mengatur 

bagaimana cara mengelola permukiman kumuh seperti perumahan vertikal (rumah 

susun), peremajaan kawasan, merevitalisasi kawasan. 

Kata Kunci : Permukiman Kumuh, Bantaran Sungai, Banjarmasin 
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RINGKASAN 

 

PENGELOLAAN PERMUKIMAN KUMUH MENURUT (PERATURAN 

DAERAH KOTA BANJARMASIN NO 15 TAHUN 2016 TENTANG UPAYA 

PENINGKATAN PENGELOLAAN SUNGAI) 

(Muhammad Ricky: 2023, 98 hlm) 

 

Kota Banjarmasin adalah kota yang terdiri dari banyak sungai, kota Banjarmasin juga 

mendapat julukan sebagai “Kota Seribu Sungai”, dikarenakan banyaknya sungai yang 

terdapat di kota Banjarmasin. Kondisi permukiman di tepian sungai Kota Banjarmasin 

yang sudah tidak terkendali  menjadikan permukiman kawasan tepian sungai sebagai 

kawasan kumuh hampir seluruh kawasan tepian sungai di setiap kelurahan 

dikategorikan sebagai kawasan kumuh sehingga kawasan tepian sungai  yang 

sebenarnya  dapat  menjadi aset Kota Banjarmasin, sebaliknya   menjadi wajah buruk 

bagi kota. Permasalahan permukiman kumuh khususnya disepanjang bantaran Sungai 

Banjarmasin merupakan suatu permasalahan yang terus berlarut-larut tidak 

terselesaikan, permukiman kumuh menjadi suatu masalah yang tidak bisa disepelekan. 

Tujuan Penelitian ini adalah memberikan solusi dalam pengelolaan kawasan kumuh di 

bantaran sungai kota Banjarmasin yang sudah sejak lama permasalahan ini belum 

tertangani oleh pemerintah Kota Banjarmasin dan Peraturan Daerah Banjarmasin No 

15 Tahun 2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai sebagai dasar hukum 

yang diterapkan. Penelitian hukum ini merupakan penelitian normatif yang 

menginventarisir peraturan perundang-undangan dan berbagai teori yang menyangkut 

kawasan kumuh dikaji dengan metode kualitatif. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa: 
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1. Kota Banjarmasin memiliki berbagai peraturan daerah yang mengatur 

permukiman kumuh salah satunya Peraturan Daerah Banjarmasin No 15 Tahun 

2016 Tentang Upaya Peningkatan Pengelolaan Sungai namun tampaknya itu 

hanya sebuah dasar hukum tanpa adanya upaya atau tindakan secara nyata 

untuk mengatasi permukiman kumuh di Banjarmasin. Pemerintah daerah kota 

Banjarmasin seakan menutup mata dengan adanya banjir yang diakibatkan oleh 

permukiman yang menutup aliran sungai. 

2. Pemerintah Kota Banjarmasin hanya berupaya mempercantik kawasan kumuh 

seperti menjadikan permukiman di cat pelangi, padahal yang jauh dari itu 

adalah pembangunan permukiman baru seperti perumahan vertikal (rumah 

susun), merevitalisasi permukumihan dan lain-lain yang menjadikan solusi 

sekaligus tindakan nyata terhadap permukiman kumuh dan permukiman liar di 

Kota Banjarmasin. 
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